


BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh personel Brimob Polri dalam penanganan kasus tindak pidana menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme, integritas, dan hak asasi manusia. Beberapa bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain penggunaan kekerasan yang berlebihan, penyalahgunaan wewenang, serta perlakuan diskriminatif terhadap tersangka atau masyarakat. Selain itu, terdapat pula pelanggaran dalam hal penyalahgunaan media dan pengabaian prosedur hukum yang sah. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun Brimob memiliki tugas yang penuh risiko tinggi, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap kode etik profesi masih perlu diperbaiki. Di samping itu, pengawasan internal yang lemah dan budaya "solidaritas" yang menutupi kesalahan antaranggota juga memperburuk situasi ini. Akibatnya, tindakan-tindakan tersebut merusak citra Polri di mata publik dan menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum yang adil dan manusiawi.
2. Mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik profesi bagi personel Brimob Polri merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana, dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Adanya pengawasan internal seperti pembinaan, pelatihan, serta pemeriksaan Propam, ditambah pengawasan eksternal oleh Kompolnas, media, dan masyarakat, memperkuat akuntabilitas dan integritas institusi Polri.
3. Pertanggungjawaban hukum terhadap personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang melakukan pelanggaran kode etik profesi merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi ranah etik, disipliner, dan pidana yang saling melengkapi satu sama lain. Proses penegakan kode etik melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memberikan sanksi administratif dan moral, sementara mekanisme disipliner berfungsi sebagai pembinaan internal. Apabila pelanggaran melibatkan tindak pidana, proses hukum pidana harus dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan terkait lainnya. Sinergi ketiga ranah pertanggungjawaban ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas anggota Polri serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
B. Saran
1. Untuk memperbaiki kondisi ini, Polri perlu melakukan reformasi dalam hal penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap personel Brimob. Penegakan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar kode etik harus diterapkan tanpa pandang bulu agar dapat menciptakan efek jera dan memperkuat akuntabilitas. Pelatihan yang lebih mendalam mengenai kode etik profesi dan hak asasi manusia perlu diterapkan dalam pendidikan dan pembinaan personel Brimob, serta diberikan secara berkelanjutan. Selain itu, Polri perlu membangun budaya organisasi yang lebih terbuka, di mana kesalahan yang terjadi dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan, menghilangkan budaya "solidaritas buta" yang menutupi pelanggaran. Reformasi ini juga harus mencakup pembenahan sistem pelaporan pelanggaran yang lebih mudah diakses oleh publik dan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam pengawasan, sehingga diharapkan dapat menciptakan Brimob yang lebih profesional, manusiawi, dan dipercaya oleh masyarakat
2. Diperlukan peningkatan efektivitas pelatihan berkala yang menekankan pemahaman mendalam terhadap kode etik, serta penguatan pengawasan eksternal yang independen dan transparan untuk mencegah serta menindak tegas setiap bentuk pelanggaran oleh personel Brimob dalam penanganan tindak pidana.
3. Untuk menjamin efektivitas pertanggungjawaban hukum terhadap personel Brimob yang melanggar kode etik dan hukum pidana, Penguatan sistem pengawasan internal perlu menjadi prioritas utama, terutama pada Divisi Propam dan unit pengawas internal lainnya di lingkungan Polri. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, serta prosedur pengawasan yang efektif, diharapkan pelaksanaan penegakan kode etik dan disiplin dapat berjalan lebih optimal. Hal ini sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran kode etik profesi, khususnya pada personel satuan Brimob yang memiliki risiko tinggi dalam menangani kasus tindak pidana.
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